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ABSTRAK

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah
Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat dari dana yang bersumber pada pendapatan asli
daerah. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 38 Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur sebagai daerah dengan penerimaan DAU terbesar pada tahun
2017. Penelitian mengunakan data panel, merupakan gabungan antara data time
series tahunan dari 2010 hingga 2017 dan data cross section dari 38
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Secara metodologis, penelitian ini
dilakukan dengan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dengan
sampel yang berjumlah 304 sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah
analisis data panel dengan pendekatan terpilih yaitu fixed effect model. Penelitian
ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh variabel independen yaitu pajak,
belanja modal, pendapatan perkapita, jumlah penduduk, dan sumber daya alam
terhadap variabel dependen yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah di 38
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dalam periode penelitian tahun 2010-2017.

Berdasarkan hasil uji simultan, penelitian ini menunjukkan bahwa kelima
variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat
kemandirian keuangan daerah di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
Sedangkan berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel pajak
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan
daerah. Variabel belanja modal memberikan pengaruh negatif dan signifikan
terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Terdapat pengaruh positif dan
signifikan pada pendapatan perkapita terhadap tingkat kemandirian keuangan
daerah. Variabel jumlah penduduk memberikan pengaruh positif dan signifikan
terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan variabel sumber daya alam
tidak memiliki ;pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dapat
disimpulkan bahwa dari kelima variabel independen, hanya variabel sumber days
alam yang tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan
daerah. Penelitian ini ‘merekomendasikan pemerintah daerah untuk menggali
secara maksimal sumber-sumber pendapatan asli daerah dan mengurangi
ketergantungan pada pemerintah pusat dalam hal pembangunan daerah.

Kata kunci: Kemandirian Keuangan Daerah, Pajak, Belanja Modal, Pendapatan
Perkapita, Jumlah Penduduk, dan Sumber Daya Alam.
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ABSTRACT

Local financial independence demonstrated the ability to self-finance local
governments in governance activities, development and service to the community
of the funds coming in revenue. The objects used in this study are 38 Districts/City
in East Java province as the region with the largest DAU reception in 2017. The
study uses panel data, a combination of annual time series data from 2010 to
2017 and cross section of 38 District/City in FEast Java province.
Methodologically, the study was conducted by quantitative methods using
secondary data with a sample of 304 samples. The data analysis technique used is
the panel data analysis approaches that are the fixed effect model.

Based on the test results simultaneously, this study showed that the five
independent variables jointly significant effect on the level of local financial
independence in 38 regencies / cities in East Java province. While based on the
partial test results show that the tax variable has a positive and significant impact
on the level of local financial independence. Variable capital expenditures and
significant negative effect on the level of local financial independence. There is a
positive and significant impact on per capita income to the level of local financial
independence. Variable population giving positive and significant impact on the
level of local financial independence and variable natural resources have no
effect on the level of local financial independence. It can be concluded that from
the fifth independent variable, the variable only source of natural resources that
does not have an influence on the level of local financial independence. The study
recommends local authorities to dig up the sources of local revenues and does not
depend on the central government in terms of regional development.

Keywords: Regional Financial "Independence, Tax, Capital Expenditure, Per
Capita Income, Population and Natural Resources.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pergantian pemeritahan Orde Baru ke pemerintahan Reformasi
mengakibatkan adanya perubahan, salah satunya terjadi pada kebijakan
perekonomian. Era reformasi memberikan perubahan yang lebih adil dan
berimbang. Perubahan pola pemerintahan dapat dilaksanakan melalui
kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang
diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
dan Undang-Undang No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Undang-Undang ini didukung dengan
visi yang merupakan isi dari Undang-Undang no.32 tahun 2004 tentang
Pemerintah daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan
kepentingan masyarakatnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Adapun misi utamanya terdapat pada Undang-Undang no 33 tahun
2004, diberlakukannya undang-undang ini dapat memberikan peluang bagi
daerah untuk menggali potensi lokal demi terwujudnya kemandirian keungan
daerah (Mahardika, 2014: 1).

Otonomi daerah dilakukan dengan alasan rakyat Indonesia
menghendaki adanya keterbukaan dan kemandirian. Tujuan dari otonomi
daerah yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah,

mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan
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publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun
karakteristik di daerah masing-masing. Salah satu perwujudan pelaksanaan
otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi yaitu penyerahan urusan,
tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah
daerah dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada
peraturan perundang-undangan (Firmansyah, 2017).

Implikasi dari pemberian kewenangan otonomi menuntut daerah untuk
melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan
sarana dan prasarana umum. Pembangunan tersebut dapat dilaksanakan secara
mandiri oleh daerah baik dari sisi perencanaan, pembangunan, serta
pembiayaannya. Pembangunan ini diharapkan memberikan manfaat bagi
daerah diantaranya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan
masyarakat, mendorong perkembangan perckonomian daerah, mendorong
peningkatan pembangunan daerah disegala bidang, meningkatkan pendapatan
asli daerah, dan mendorong kegiatan investasi (Mukharramah, 2017).

Menurut Halim (2001: 253) ciri utama . suatu daerah yang dapat
melaksanakan otonomi yaitu kemampuan keuangan daerah.-Daerah otonom
harus memiliki kewenangan untuk dapat menggali sumber keuangan yang ada
di daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai
kegiatan pemerintahan. Pendapatan asli daerah harus menjadi sumber
keuangan daerah sehingga mengurangi ketergantungan akan dana dari
pemerintah pusat. Sistem otonomi daerah pemerintah daerah mempunyai

keleluasaan pengambilan keputusan dalam upaya pembangunan dan
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mengembangkan seluruh potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah
dan masyarakatnya mengelola banyaknya sumber daya yang ada dan
membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor
swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang
perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2010: 374).

Namun, realita menunjukkan bahwa belum sepenuhnya pemerintah
daerah di Indonesia berhasil mencapai tingkat kemandirian keuangan yang
diharapkan. Masih banyak pemerintah Kabupaten/Kota di daerah yang sangat
bergantung kepada dana perimbangan dari pemerintah pusat. Salah satu
pemerintah daerah yang masih menerima dana perimbangan dari pemerintah
pusat dalam porsi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan asli
daerahanya adalah pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa
Timur. Berikut ini adalah daerah 10 besar penerima Dana Alokasi Umum

(DAU) terbesar pada tahun 2017:
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Gambarl.1 grafik penerima DAU 2017
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Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana

pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan
keuangan antar daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Dikutip dari  djpk.kemenkeu.co.id tanggal &
Desember 2017 bahwa Jawa  Timur- merupakan  provinsi menerima dana
alokasi umum terbesar pada 2017 dengan nilai mencapai Rp 40,2 triliun. Di
urutan kedua Jawa Tengah dan di posisi ketiga Jawa Barat masing-masing Rp
37,5 triliun dan Rp 34,7 triliun. Hal ini mencerminkan masih besarnya
ketergantungan pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur
terhadap anggaran dana perimbangan dari pusat.

Halim (2013) menyatakan bahwa salah satu instrumen untuk

mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah
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adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan terhadap APBD yang telah
ditetapkan dan disahkan. Penggunaan analisis rasio sebagai alat analisis
keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat
komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah
masih sangat terbatas. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar
kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang
berasal dari transfer pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Transfer dari
pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Indonesia dikenal sebagai dana
perimbangan. Berikut ini adalah perhitungan analisis rasio kemandirian
keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2017:

Tabel 1.1 Tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Timur

pada tahun 2017
UM BT RTE —
1 | Kab. Bangkalan 15.47 Kab. Pasuruan 32.99
2 | Kab. Banyuwang1 16,60 | 21 | Kab. Ponorogo 16.13
3 | Kab. Blitar | 1627 | 22 | Kab. Probolinggo 16.33
4 | Kab. Bojonegoro | 17.40 23 | Kab. Sampang 15.03
5 | Kab. Bondowoso 11351 24 | Kab. Sidoarjo 59.84
s | Kab. oredie ¥ 1 £ 1O N Entids ¥ 16.27
7 | 1Kab. etk N | /\ ﬁ 126084 [\26ll| KeolSumends ~ /\ 9.68
8 | Kab. Jombang 7 | 26.12 /| 27/ 4-Kab, Trenggalek / 16.46
9 | Kab. Kediri 24.45 28 1 Kab:Tuban 21.91
10 | Kab. La_mon_gan_ L\ 1I BTY 29/ Kab. 1 Tulungagung 24.01
11 | Kab. Lumajang 19.87 30 | Kota Batu 21.35
12 | Kab. Madiun 15.96 31 | Kota Blitar 29.68
13 | Kab. Magetan 13.71 32 | Kota Kediri 30.98
14 | Kab. Malang 24.79 33 | Kota Madiun 31.72
15 | Kab. Mojokerto 27.28 34 | Kota Malang 42.52
16 | Kab. Nganjuk 16.90 35 | Kota Mojokerto 29.52
17 | Kab. Ngawi 15.17 36 | Kota Pasuruan 24.62
18 | Kab. Pacitan 13.90 37 | Kota Probolinggo 15.35
19 | Kab. Pamekasan 14.63 38 | Kota Surabaya 179.11

Sumber: realisasi annual djpk kemenkeu 2017
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Berdasarkan tabel di atas mayoritas wilayah Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Timur mempunyai tingkat kemandirian keuangan daerah di
bawah 25%. Tingkatan ini menunjukkan bahwa masih banyak
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur memiliki rasio kemandirian keuangan
daerah dengan pola hubungan instuktif, peranan pemerintah pusat lebih
dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu
melaksanakan otonomi daerah). Oleh karena itu, pemerintah daerah
diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk
memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di
daerahnya melalui pendapatan asli daerah (Taryoko, 2016: 21).

Kemandirian keuangan pemerintah daerah tentunya dipengaruhi oleh
banyak faktor, menurut Groves et all (2001) faktor yang mempengaruhi
kemandiriaan keuangan terdiri dari tiga kategori yaitu faktor lingkungan,
faktor kesejahteraan dan faktor finansial. Beberapa penelitian yang meneliti
tentang hubungan faktor—faktor yang berpengaruh terhadap kemandirian
keuangan, pemerintah ‘daerah. menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor
yang berpengaruh terhadap kinerja kevangan pemerintah daerah di dalam dan
luar negeri. Pajak, belanja modal, pendapatan perkapita, jumlah penduduk,
dan sumber daya alam merupakan bagian dari faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja keuangan.

Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (02.04.2019)



yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah
daerah. Pajak merupakan salah satu indikator yang berkontribusi dalam
pendapatan asli daerah. Besarnya pajak akan meningkatkan pendapatan asli
daerah sehingga pemerintah daerah mengurangi ketergantungan akan dana
perimbangan yang diberikan. Kurangnya kergantungan pemerintah pada dana
perimbangan akan menjadikan tingkat kemandirian keuangan daerah
meningkat.

Belanja modal pada umumnya dialokasikan untuk perolehan aset tetap
yang dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah. Jika sarana dan
prasarana memadai maka akan berpengaruh pada tingkat produktivitas
ekonomi yang semakin meningkat, dan dengan adanya dukungan infrastruktur
yang memadai akan menarik investor untuk menempatkan dana investasinya
di daerah tersebut. Hal tersebut mempunyai dampak yang nyata terhadap
kenaikan pendapatan asli daerah yang merupakan faktor utama dari
kemandirian keuangan daerah (Imawan dan Wahyudin, 2014: 149).

Tedaro (2000) dalam Mankiw (2007) menyatakan bahwa pendapatan
perkapita merupakan salah satu ukuran kemakmuran suatu daerah. Semakin
tinggi pendapatan yang diterima masyarakat maka semakin tinggi pula
kemampuan untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan oleh
pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan
pengeluaran pembangunan. Kemakmuran masyarakat dilihat dari pendapatan
yang diterima menunjukkan peluang bahwa tingkat kemandirian keuangan

daerah meningkat.
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Menurut Cohen (2006), semakin besar jumlah penduduk maka suatu
daerah akan menuntut pemerintah untuk mencukupi kebutuhan fasilitas
publik. Adanya tuntutan tersebut maka pemerintah daerah akan meningkatkan
kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhannnya. Sumber daya alam
yang dimiliki suatu daerah akan menentukan tingkat penerimaan daerah.
Penerimaan daerah yang bersumber dari sumber daya alam masing-masing
daerah, tentunya mengindikasikan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu
daerah mempengaruhi kemandirian keuangan daerah (Taryoko, 2016: 7).

Penelitian yang dilakukan Mukarramah (2017) menunjukkan bahwa
pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap rasio kemandirian keuangan
daerah sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio
kemandirian keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Siregar dan Pratiwi (2012) menunjukkan bahwa size, age,
status, population,total SKPD, dan leverage berpengaruh positif signifikan
terhadap regional finance independence. Akan tetapi hal ini bertolak belakang
oleh penelitian yang dilakukan 'Patriatri. (2016). yang menyatakan bahwa
revenue berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan,
expenditure berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan
sedangkan real estate, taxes , grant, population, dan tourism tidak
berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan.

Tingkat kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur masih
sangat rendah. Hal ini karenakan masih tingginya ketergantungan akan dana

perimbangan yang diberikan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu menjadi
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fenomena dalam penelitian ini mengenai kemandirian keuangan pemerintah

daerah tersebut meskipun pendapatan asli daerahnya meningkat. Dari

beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan perbedaan hasil penelitian

yang membuat peneliti semakin tertarik memilih tema ini. Pajak, belanja

modal, pendapatan perkapita, jumlah penduduk, dan sumber daya alam

merupakan beberapa cerminan dari faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat

kemandirian. Dari uraian latar belakang di atas penyusun tertarik melakukan

penelitian dengan judul ”Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan

Daerah Di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2010-2017”

B. Rumusan Masalah

1.

Apakah pajak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2017?

. Apakah belanja berpengaruh modal terhadap tingkat kemandirian

keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2017?

. Apakah pendapatan perkapita berpengaruh terhadap tingkat kemandirian

keuangan Kabupaten/Kota di ProvinsiJawa Timur pada tahun 2010-2017?
Apakah jumlah-penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemandirian
keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2017?
Apakah sumber daya alam berpengaruh terhadap tingkat kemandirian

keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2017?

C. Tujuan dan Manfaat

1.

Mengetahui apakah pajak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian

keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010-2017.
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2. Mengetahui apakah belanja modal berpengaruh terhadap tingkat
kemandirian keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada
tahun 2010-2017.

3. Mengetahui apakah pendapatan perkapita berpengaruh terhadap tingkat
kemandirian keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada
tahun 2010-2017.

4. Mengetahui apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat
kemandirian keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada
tahun 2010-2017.

5. Mengetahui apakah sumber daya alam berpengaruh terhadap tingkat
kemandirian keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada
tahun 2010-2017.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:
1. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi terhadap evaluasi
atas kinetja pemerintah ‘daerah, sehingga dapat memberikan masukan
kepada pemerintah dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan
kinerja keuangan pemerintah daerah terutama pada tingkat kemandirian
keuangan daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Bagi akademisi dan masyarakat

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang sektor publik
khususnya kinerja keuangan daerah dan menjadi referensi atas penelitian

selanjutnya dalam hal sektor publik. Selain itu, untuk mengetahui kinerja
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pemerintah daerah dapat menggunakan analisis rasio kemandirian
keuangan daerah sebagai gambaran ketergantungan pemerintah daerah
terhadap pemerintah pusat..
3. Bagi penyusun
Penelitian ini berguna untuk mengetahui seberapa besar pengaruh
variabel-variabel yang telah dipilih dalam penelitian ini. Sehingga
penyusun dapat memberikan saran kebijakan bagi pemerintah terkait
pendapatan asli daerah dan penggunaannya.
D. Sistematika Penulisan
Dalam kajian penelitian ini, sistematika pembahasan secara garis besar
terdiri dari lima bab yang saling berkaitan. Sistematika pembahasan ini
memberikan gambaran dan logika berpikir dalam penelitian. Adapun secara
terperinci, sistematika pembahasan dalam kajian penelitian ini sebagai berikut:
Bab T Pendahuluan merupakan bab paling awal yang harus disusun
peneliti sehingga dapat mengantarkan penelitian pada tahapan yang lebih
lanjut. Pendahuluan berisi beberapa sub bab- yaitu latar belakang yang
menjelaskan fenomena kemandirian keuangan daerah yang rendah, kemudian
permasalahan-permasalahan yang sudah’ diuraikan dalam latar belakang
diubah dalam bentuk pertanyaan dan disusun menjadi rumusan masalah.
Rumusan masalah ini lalu dijawab dalam tujuan penelitian dan kegunaan atau
manfaat dari penelitian yang akan dilakukan. Sub bab terakhir dari bab
pendahuluan adalah sistematika pembahasan yang merupakan tahapan-

tahapan yang menggambarkan arah penelitian.
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Bab II Kerangka Teori dan Pengembangan Hipotesis. Kerangka Teori
berisi teori relevan yang digunakan dalam penelitian dan telaah pustaka dari
penelitian-penelitian terdahulu dalam topik yang sama. Semuanya menjadi
landasan dan batu loncatan pembaruan dari penelitian ini. Setelah penyusunan
teori dan telaah pustaka, kemudian disusun hipotesis sebagai dugaan
sementara dari rumusan masalah, dan penyusunan kerangka berfikir yang
menjelaskan secara teoritis hubungan antar variabel yang diteliti.

Bab III Metodologi Penelitian berisi tentang deskripsi bagaimana
penelitian ini akan dilaksanakan secara operasional dan menjelaskan setiap
variabel penelitian. Obyek penelitian berisi tentang jenis penelitian, sumber
data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data berupa alat analisis
yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menguraikan hasil dari
penelitian berupa analisis deskriptif serta interpretasi dari hasil pengolahan
data. penjelasan dalam bab ini merupakan jawaban dari pertanyaan dalam
rumusan masalah.

Bab 'V Penutup yang berisi kesimpulan dari-jawaban rumusan masalah
dalam penelitian ini. Bab i juga berisi saran dan masukan yang disampaikan
kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini. Selain itu,
penyusun juga menyampaikan kekurangan yang ada dalam penelitian ini

sebagai bahan analisis lebih lanjut di masa yang akan datang.
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Bagian Akhir Referensi dan Lampiran, selain lima bab uraian tersebut,
dalam penyusunan skripsi ini juga terdapat bagian referensi yang berisi acuan
yang digunakan dalam penelitian serta beberapa informasi terkait dengan
penelitian yang perlu untuk disampaikan. Skripsi ini direncanakan terdiri dari

lima bab.
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BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode pooled least square
menggunakan pendekatan fixed effect dan mengacu pada pembahasan yang
telah dipaparkan pada bab IV melalui beberapa variabel yaitu tingkat
kemandirian keuangan daerah, pajak, belanja modal, pendapatan perkapita,
jumlah penduduk, dan sumber daya alam, maka diperoleh kesimpulan sebagai
berikut:

1. Pajak (PJK) berpengaruh positif dan signifikan, hal ini berarti semakin
tinggi pendapatan dari pajak maka tingkat kemandirian keuangan
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur akan meningkat.

2. Belanja modal (BM) memberikan pengaruh negatif dan signifikan
terhadap tingkat kemandirian keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Timur. Besarnya belanja modal yang digunakan akan mengurangi tingkat
kemandirian keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

3. Pendapatan perkapita (PP) memberikan pengaruh positif dan signfikan
terhadap tingkat kemandirian keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Timur, sehingga kenaikan pendapatan perkapita dapat tingkat kemandirian
keuangan daerah.

4. Jumlah penduduk (JP) memberikan pengaruh positif dan signifikan

terhadap tingkat kemandirian keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

97
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Timur. Banyaknya jumlah penduduk akan menaikkan tingkat kemandirian
keuangan daerah.

5. Sumber daya alam (SDA) atau distribusi sektor pertanian dan
pertambangan pada PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa tidak
berpengaruh signifikan, hal ini berarti sumber daya alam tidak
memberikan  pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

6. Secara keseluruhan penelitian ini menyimpulkan bahwa secara simultan
semua variabel memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
tingkat kemandirian keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

B. Keterbatasan
Pada penelitian ini masih ditemukan beberapa keterbatasan
diantaranya adalah penyusun kesulitan mencari rujukan penelitian terdahulu
tentang kemandirian keuangan daerah. Dalam penelitian ini tidak ada
pemisahan pada daerah dengan kategori daerah Kabupaten atau daerah Kota.

Penelitian, ini hanya menganalisis 5 variabel independen karena terkendalan

oleh data. Penelitian-ini tidak menggunakan uji asumsi klasik; karena menurut

penyusun, uji asumsi klasik pada data panel dirasa tidak perlu, akan tetapi
alangkah lebih baiknya penelitian selanjutnya tetap dilakukan uji asumsi
klasik. Alat analisis dalam penelitian ini masih menggunakan analisis panel
biasa (polled least square), padahal masih banyak alat analisis data panel

lainnya.
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C. Saran
Berdasarkan pada kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijelaskan
di atas, penelitian ini memberikan beberapa saran yang dirasa perlu untuk
diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi dalam
melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dan pihak yang berwenang untuk
meningkatkan kemandirian keuangan daerah, antara lain sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah Daerah

a. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan penerimaan dari potensi
pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah
daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD. Pemerintah
daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk
dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan
kreatifitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari
sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama
pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD
misalnya pendirian BUMD sektor potensial dalam rangka mengurangi
ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak pusat maupun
provinsi.

b. Pemerintah harus menetapkan standar ukuran atau patokan dalam
mengambil kebijakan pembangunan untuk mengatasi kekurangserasian
antara belanja pegawai dan belanja pembangunan. Belanja modal turun
karena komponen belanja modal seperti belanja tanah, belanja gedung

dan bangunan, serta belanja jalan, irigasi dan jaringan mengalami
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penurunan yang terkendala pembebasan lahan dan pemerintah daerah
lebih banyak mengalokasikan dana APBD untuk belanja pegawai.

c. Pemerintah daerah akan lebih baik apabila menerapkan kebijakan
pengelolaan keuangan dan alokasi anggaran pada sektor yang berbasis
masyarakat seperti pemberian modal pada usaha mikro kecil supaya
berkembang, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi bagi usaha
kecil menengah serta efisiensi anggaran pembangunan pada bidang
yang memiliki multiplier effect pembangunan besar seperti pendidikan,
kesehatan dan pariwisata.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

a. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian yang relevan
diharapkan untuk lebih mendalam mengenai kinerja keuangan pada
Pemerintah Daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio lagi
sehingga hasil penelitiannya bisa lebih baik dan akurat.

b. Penelitian selanjutnya dapat menerapkan analisis time series pada
setiap sumber pendapatan asli daerah, sehingga dapat menjadi acuan
yang lebih baik dalam menilai potensi penerimaan daerah di waktu
yang akan datang baik dalam jangka panjang maupun pendek.

c. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian di lingkup yang
lebih luas dengan menggunakan variabel di luar dari penelitian ini
sehingga hasil yang didapat juga dapat bermanfaat dalam lingkup yang

lebih besar.
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3. Bagi Masyarakat

a. Masyarakat diharapkan untuk berperan serta mendukung upaya
pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan daerah yang lebih
baik. Masyarakat daerah sebagai pelaku ekonomi, khususnya wajib
pajak diharapkan sadar akan kewajibannya terhadap perekonomian
daerah sehingga tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan
daerah seperti melalaikan kewajiban perpajakan atau bahkan upaya
menghindari kewajiban perpajakannya.

b. Masyarakat diminta untuk mengawasi dan melaporkan apabila melihat
atau mengetahui adanya praktek-praktek dalam pengelolaan
penerimaan daerah yang tidak sesuai dan berpotensi merugikan
pemerintah daerah. Apabila telah terdapat sinergi antara pemerintah
daerah dan masyarakat, maka pereckonomian daerah dapat terlaksana
dengan lebih terstruktur yang secara langsung akan berdampak pada

pembangunan daerah yang lebih baik.
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